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PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili  perkara

tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah antara:

Pemohon  I,  tempat  dan  tanggal  lahir  Beriang  Tinggi,  07  November  1972,

agama  Islam,  pekerjaan  Petani,  pendidikan  SLTA,  tempat

kediaman  di  Desa  Beriang  Tinggi,  Kecamatan  Tanjung

Kemuning, Kabupaten Kaur, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Air Kering, 06 September 1983, agama

Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di

Desa  Beriang  Tinggi,  Kecamatan  Tanjung  Kemuning,

Kabupaten Kaur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut  

Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon; 

Telah memeriksa alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa  Para  Pemohon  dengan  surat  permohonannya  tertanggal  04

November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan

pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Bhn,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.  Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan Pernikahan dengan Pemohon II

pada hari  Jum’at, tanggal  15 September 1995 di Jalan Lintas Bengkulu,

Desa  Beriang  Tinggi, Kecamatan  Tanjung  Kemuning,  Kabupaten  Kaur,

dengan status bujang dan gadis;
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2.  Bahwa,  yang  menjadi wali nikah waktu itu adalah  Nisirlan,  Pemohon  II

bernama:  Wini  Halita  dan  yang  bertindak menjadi saksi nikah saat itu

adalah: Yatarman dan AptonI Kuwin;

3.  Bahwa, mas kawin adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

4.  Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II  telah dilakukan secara

syariat  islam tetapi  tidak didaftarkan ke  Kantor  Urusan Agama setempat

karena belum begitu memahami pentingnya kegunaan buku nikah saat itu;

5.  Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 Orang

anak yang bernama Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV;

6.  Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang

murtad dan tidak pernah cerai;

7.  Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon

II  tidak ada suami lain selain Pemohon I  Bahwa, pernikahan Pemohon I

dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan

baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan

satu susuan; 

8.  Bahwa,  Pemohon  I  dan  Pemohon  II mengajukan Isbat Nikah ini untuk

mengurus buku nikah;

9.  Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan  yang Pemohon I  dan Pemohon II

kemukakan  di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua

Pengadilan  Agama  Bintuhan melalui Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan

mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer

1.  Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.  Menyatakan  sah  perkawinan  antara  Pemohon  I (Pemohon  I) dengan

Pemohon II  (Pemohon II) yang telah  dilaksanakan  menurut syariat agama

Islam pada tanggal 15 September 1995, di Desa Beriang Tinggi, Kecamatan

Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;

3.  Membebankan biaya perkara  sesuai peraturan  perundang-undangan yang

berlaku;

Subsider
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Atau  apabila Majelis  Hakim  berpendapat  lain,  mohon

penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas  perintah  Ketua  Majelis,  Jurusita  telah  mengumumkan

adanya permohonan Itsbat  Nikah tersebut  pada tanggal  05 November 2020

untuk  masa pengumuman selama 14 hari  sebelum perkara  ini  disidangkan,

namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan

ke Pengadilan Agama Bintuhan sehubungan dengan permohonan Pengesahan

Perkawinan/ Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari  sidang yang telah ditetapkan  Para Pemohon telah

hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang

isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa,  Nisirlan  bin  Aliyun,  umur 60 tahun,  Agama Islam,  pekerjaan

Petani,  bertempat  tinggal  di  Desa  Beriang  Tinggi,  Kecamatan  Tanjung

Kemuning,  Kabupaten  Kaur,  telah  menyampaikan  keterangan  di  bawah

sumpahnya, untuk menjelaskan posita permohonan Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon  menyampaikan Kesimpulannya, tetap dengan

permohonannya, dan selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi

dan mohon penetapan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  penetapan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa maksud dan tujuan permohonan  Para  Pemohon

adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah

Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama

Bintuhan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak

ada  pihak  yang  mengajukan  keberatan  atas  permohonan  Pengesahan

Perkawinan/ Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara

ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya; 
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Menimbang,  bahwa  alasan  pokok  Para  Pemohon  mengajukan

permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah

melangsungkan  pernikahan  di  Desa  Beriang  Tinggi,  pada  tanggal  15

September 1995, dengan wali nikah paman Pemohon II yang bernama Nisirlan,

yang ijab kabulnya dilaksanakan sendiri, dengan maskawin berupa seperangkat

alat  shalat  dibayar  tunai,  dan  dihadiri  oleh  2  orang  saksi  masing-masing

bernama Yatarman dan Aptoni Kuwin, namun Pemohon I dengan Pemohon II

tidak  memiliki  Buku  Kutipan  Akta  Nikah  karena  pernikahan  tersebut  tidak

tercatat  di  KUA,  sementara  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  sangat

membutuhkan bukti pernikahan yang sah;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  yang  menyatakan  bahwa:

“Perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing

agama dan kepercayaannya itu”;

Menimbang,  bahwa  ketentuan  yang  tersebut  dalam Pasal  2  ayat  (1)

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  di  atas,  telah

meresepsi (receptie) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum

positif,  sehingga  apabila  sebuah  perkawinan  telah  sesuai  dengan  tata  cara

hukum  agama  yang  dianutnya,  maka  menurut  hukum  positif  perkawinan

tersebut adalah sah;

Menimbang,  bahwa  menurut  hukum  Islam, perkawinan  adalah  sah

apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon

suami; adanya calon isteri;  adanya wali  nikah; adanya dua orang saksi; dan

melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  19  Kompilasi  Hukum  Islam,

yang  menyatakan  bahwa:  “Wali  nikah  dalam  perkawinan  merupakan  rukun

yang  harus  dipenuhi  bagi  calon  mempelai  wanita  yang  bertindak  untuk

menikahkannya”;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  posita  permohonan  Para  Pemohon

sebagaimana  telah  diperjelas  dan  dikuatkan oleh  Para  Pemohon  di

persidangan,  Majelis Hakim berpendapat bahwa wali sebagai salah satu rukun

sahnya perkawinan, dalam posita permohonan Para Pemohon tersebut, tidak
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jelas, maka majelis Hakim berpendapat petitum permohonan Para Pemohon

tidak  didukung  oleh  posita  yang  jelas,  oleh  karena  itu  permohonan  Para

Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang,  bahwa oleh  karena  perkara  ini  termasuk  dalam bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan  Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 tahun 1989 yang telah di  rubah dengan Undang-Undang Nomor 3

tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,

maka seluruh biaya yang timbul  dalam perkara ini  dibebankan kepada  Para

Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN 

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;

2. Membebankan kepada Para  Pemohon untuk  membayar  biaya perkara ini

sebesar Rp416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian  ditetapkan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama  Bintuhan pada  hari  Senin,  tanggal  23  November  2020 Masehi

bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Abdil Baril Basith,

S.Ag, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khoiril Anwar, S.Ag, M.H.I dan Rahmat

Yudistiawan, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut

diucapkan pada hari  itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis  beserta  para  Hakim  Anggota  tersebut,  dan  didampingi  oleh  Tri  Aji

Pamungkas,  SH  sebagai  Panitera  Pengganti,  dengan  dihadiri  oleh  Para

Pemohon.

Hakim Anggota 

Khoiril Anwar, S.Ag, M.H.I

Rahmat Yudistiawan, S.Sy.

Ketua Majelis,

Abdil Baril Basith, S.Ag, S.H.,

M.H.

Panitera Pengganti,
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Tri Aji Pamungkas, SH

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Proses : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 300.000,00

-  PNBP : Rp 20.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp                6.000,00  

J u m l a h : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).
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